
BUPATI LUWU TIMUR
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NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

BESARAN ALOKASI UNTUK PELAYANAN KESEHATAN DAN PENEGAKAN

HUKUM YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK

a.

Mengingat : 1

bahwa
dimaksud

b

BUPATI LI.IWU TIMUR,

bahwa Pajak Rokok yang diterima Pemerintah Daerah
wajib dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh
peisen) untuk mendanai kegiatan pelayanan kesehatan
masyarakat dan penegakan hukum dalam rangka tertib
hukum di masYarakat;

bahwa besaran alokasi kegiatan pelayanan kesehatan
masyarakat dan penegakan hukum serta beberapa
ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor
26 Tahun 2016 tentang Besaran Alokasi Untuk
Pelayanan Kesehatan dan Penegakan Hukum Yang

Bersiumber Dari Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak

Rokok dipandang tidak sesuai dengan perkembangan
dan kebutuhan Pemerintah Daerah dalam upaya
peningtatan pelayanan kesehatan masyarakat dan
p.rreg"tao hukum, sehingga perlu diganti;

c berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dalam huruf a dan huruf b, Perlu

-.t "ttpk"t 
Peraturan Bupati tenrtng Besaran Alokasi

tntuk'Pelayanan Kesehatan dan Penegakan- Hukum
Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Pajak Rokok;

Undang-Undang Nomor ll Tahun 1995 tentang Cukai

tlembaian Ne[ara Republik ,Indonesia Tahun 1995

i'lo-o. zo, fimuatrari Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor e9 fahul-ZlO7 tentang
p"r.iU"t tt Ata; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995

;;;; a"k i (Irmbaian Negara Republik Indonesia

Tahun-2007 Nomor 105, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4755);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang
p"-U"it"t 

" [abupaten Luwu Timur dan Kabupaten

irfamulu Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (lembarart

ilaG Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27'

i"f,u.fr.r, Lmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

427O1;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
perben"<taharaan Negara (Lembaran Negara Republik

i"a."""i" Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

c

3

Menimbang :



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44OO);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali teralrtrir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang
Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor l4O, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31O);

1 0. Peraturan Menteri Keuangan Nomor I 15/ PMK.O7/ 20 13
tentang Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran Pajak
Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O13
Nomor 1OO7);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5
Tahun 2OO9 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lcmbaran Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2OO9 Nomor 5, Tambahan
kmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupa.ten Luwu fimur Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu
Timur Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur
(Lembaran Daerah l(abupaten Luwu Timur Tehurr 2Ol4
Nomor 12, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten
Luwu Timur Tahun 2O14 Nomor 89);



Menetapkan
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BAB I
KETENTUAN UMUM

alam peraturan 
Bupati ir: --_ .Pasal 

1

f 
aerah *"* ;;;:1I11ffi*: dengan :

Pemerin hhan Daeral

**tndonesia Tahun 1945. g Dasar w.s.* il.i"iiir
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebaga.pemerintah daerarr vang memimnr-" ;,;";* :H]L i:H.l.Jffffyang menjadi kewenangan daerah orJroil.*'*
Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
Pejabat adalah pegawt yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi
Daerah sesuai dengan peraturan perund'ang_undangan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran / pengguna barang.

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh7

8

g. Cukai Rokok adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap rokok

karena sifat atau' kaiakteristiknya memenuhi ketentuan yang

ditetapkan arfr- p"t"t"t"tt perundang-undangan tentang cukai'

lO. Earmarking adalah kebijakan pengalokasian sumber penerimaan

tertentu untuk menianai prog."m^ a"" kegiatan yang ditentukan secara

Pemerintah.

Rokok adalah hasil tembakau yang meliputi sigeret' cerutu dan rokok

daun.

spesilik.

11. Dana Bagi Hasil Pajak Rokok adalah dana bagr hasil penerimia,'"j"k
rokok yang dibagi l;J P;*"ti"ot' Provinsi lecara proporsional dan

merata.

12. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan daerah yang menjadi
-- 

il daerah dalam periode tahun anggaran tertentu'

13. Unit kerja adalah bagian terkecil dari Perangkat Daerah yang

melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan'

ll{flHx,hffi'



BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan
kejelasan dalam pemanfaatan Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok
dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

12) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mempertegas tata cara
pemanfaatan dan/ atau penggunaan Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak

Rokok dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

(1)

t2l

(3)

pajak yang diterima oleh Pemerintah Daerah dialokasikan berdasarkan
piaturan-Gubernur Sulawesi Selatan tentang Alokasi Dana Bagi Hasil
Pajak Rokok Kabupaten/Kota paling ren{ah 5oo/o (lima puluh persen)

urituk mendanai 
'kegiatan pLtayanan kesehatan masyarakat dan

penegakan hukum.

Sisa dari alokasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak

notor. scu"galr"aria dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk
membiayai tlgiatan pembangunan prioritas Pemerintah Daerah'

Dialokasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi:

a. paling sedikit 95% (sembilan puluh lima- pcrsen) untuk kegiatan

it"i"iL"t"rr Pelayanan Kesehatan Masyarakat, dengan ketentuan;

1. 10% (sepuluh persen) dari alokasi 95% ( Sembilan puluh lima

persen) tersebut diberikan sebagai insentif atas pencapaian

target Pendapa.tan Asli Daerah pada rumah sakit dan unit
pelayanan kesehatan Lainnya yang terkait dengan pembayaran

jasa /retribusi pelayanan kesehatan;

2. insentjf sebagaimana dimaksud pada angka I digunakan untuk
kegiatan p..rittgkat n pelayanan kesehatan masyarakat'

b. paling banfk 5% fiima pcrsen) untuk kegiatan Fenegalcan Hukum'

BAB III

ALOKASI PEMANFAATAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK

Pasal 3

b. kegiatan Penegakan
penerimaan Pajak/Cu
tertentu.

hukum untuk menunjang peningkatan
kai Rokok, dan larangal merokok dikawasan

BAB IV

PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK

Pasal 4

(1) Setiap kegiatan yang merupa\a1 earmarlcing Pajak Rokok' harus tepat

"u""r'"r, "it.g"i*"ri" 
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(21 Lingkup earmarking sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' meliputi:

a. kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat yang manfaatnya

dirasakan langsung oleh masyarakat; dan



Pasal 5

Penggunaan Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok dialokasikan untuk:

a. Kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat:

1. alokasi dana untuk kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a

diarahkan Penggunaannya untuk:
a) peningkatan aset daerah, seperti:

1) Pengadaan alat kesehatan;

2) pengadaan/pembangunan/pemeliharaan fasilitas sarana/

prasarana rumah sakit/ unit pelayanan kesehatan; dan

3) pembangunan/ pemetinaraan smoking area pada SKPD/Unit

Kerja Pemerintah Daerah'

b) kegiatan operasional rumah sakit/unit pelayanan kesehatan' seperti:

pembelian obat-obatan;
biaya makan minum Pasien;
pembayaran listrik, air dan telepon;

biaya kebersihan/ sanitasi; dan

p.-U"V"tt honorarium tenaga kesehatan non-PNS'

.)
)

1)

3)

4)

s)

c) kegiatan promosi kesehatan' seperti:

1) sosiafisasi batraya dampak rokok' obat-obatan rcrl'arang' dan semua

kegiatan y"rrg ;if"t- edukasi dengan tujuan untuk peningkatan

kualitas kesehatan masyarakat;

2) sosialisasi p'oa't iJn'* daerah tentang larangan merokok dr

kawasan tertentu; dan/ atau

3) kegiatan p""i';;;;- 
"o*. 

kcsehatan lainnva 
-T:upeningiatan rt"li"t"" masyarakat terutama yang menjadi

PAoAt " Pemerintah daerah'

d) Bantuan Pelayanan.Keschatan kepada masyarakat kr'rrang mampu' sePerti

pcmbayaran p*-i-;;;si Badan Penyelenggra Jaminan soeid

Kesehatan bagi masryarakat kuranq lampu ai p"*tft yang tidak

Bendapat fasilitas;;;; gratis Jaminan Kesehatan Nasional /Kartu

lndoaesia Sehat dari Pemerintah hrsat'

e) Koordinasi dan pengajuan Penyu:rt1 eroaut Hukum Daerah

provinsi v",s b"i"*Tp; paia penrngkatan kesehatan masyarakat'

Tidak termasuh;;il; p'arrft-ft*"* daerah tentsng biaya

pelayanan k"*;;;;; dibuat or3! 
femerintarr 

Daerah (misalnva

peratrran o""r"rrT"rr',t"rri Retribusi Pelayanan Kesehatan), Standar

Pelayanan Mt"iJ'-;;A sakit' standar operasional Pelayanan

pelayanan t"""t'[t' p"aa unit pefayanan kesehatan dan produk

hukum daerah'-*ft.kept"ti"Ban P-emenntah Daerah/SKPD'

2. Tidak termasuk k"d";;;gftatan nefayanefl Keschatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal;'";;;Gf;"tf a mllruti pembavaran lt":iT*
tenaga 4driiniEtrasi, jasa J'ttut' ti"* pelayan3l keschatan)' dan honoranum

kegiatan, kecuali bilt h;;;"t"''"tu"tla"ut pada kegiatan yang su'ber

dananYa dari Pqiak Rokok'



b. kegiatan Penegakan Hukum:
1) alokasi dana untuk kegiatan Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 aYat (3) huruf b untuk:
a) mendukung upaya peningkatan penerimaan Pajak Rokok, seperti:

1) pemberantasan cukai dan rokok illegal yang dilakukan secara

terkoordinasi sesuai kewenangan masing-masing instansi / SKPD ;

2) pendataan objek dan subjek Pajak/ Cukai rokok;

3) sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Pajakl cukai
Rokok; dan

4) penagihan tunggakan/ piutang Pajak/ Cukai Rokok'

b)penyusunandanPenataanProdukHukumDaerahtentangl.arangarr
Merokok di kawasan tertentu / Kawasan Tanpa Rokok;

c) penegakan Produk Hukum Daerah tentang Pajak Rokok dan

PemanfaatannYa, sePerti:
1) koordinasi, asistensi penerimaan dan pemanfaatan Pajak Rokok;

2) monitoring dan evaluasi pemanfaatan Pajak Rokok; dan

3) operasionalisasi dan koordinasi untuk penegakan hukum'
d) penegakan Produk Hukum Daerah tentang Larangan Merokok di kawasan

tertentu / Kawasan TanPa Rokok; dan

e) peningkatan kualitas aparat penegak hukum Pemerintah Daerah terkait

Produk Hukum Daerah tentang l'arangan Merokok di kawasan

tertentu / Kawasan Tanpa Rokok dan dalam rangka peningkatan

Penerimaan Paj ak Rokok.

Pasal 6

Kegiatan yang dibiayai dari Pajak Rokok menyebutkan sumber dana Pajak

Rokok dalam Rencana ferja dan Anggaran / Dokumen Pelaksanaan

Anggaran SKPD.

BAB V

TIM ASISTENSI, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) Untuk ketepatan pemanfaatan- Pajak Rokok' Bupati melakukan

koordinasi dan aslsLnsi pemanfaatat' Ottt" Pajak Rokok melalui Tim

Asistensi Yang dibentuk;

(21 Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur

SKPD terkart, yang 
"ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

(3)

(4)

(s)

untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD- yang

;;; *;;ma Alokaii-Darra Pajak Rofok. sesuai tugas pokok dan

fungsinya, dapat mengajrrt"o pt"p""al dan/ atau Rencana Kerja dan

anggaran kePada Tim Asistensi;

Kegiatan yang disetujui Tim akan dimonitor pelaksanaannya dan

ai""urtrrr"i .f"titirit"" pencapaian tujuan dan sasarannya;

SKPD yang menerima Dana Pajak fokgk tidak serta merta akan

menerima dana kembali-p"a" tahun berikutnya' kecuali berd-a.sar.l<an

pertimbangan dan kebutuhan Prioritas Pemerintah Daerah' efektifitas

t;J"";:;; [r*t aiJ""t"t"t' a"t' proposal kegiatan vang diajukan

untuk tahun berikutnYa'



(1)

(21

Timur.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 8

Setiap SKPD yang melaksanakan kegiatan dengan sumber pembiayaan

dari dana Pajak nokok wajib melaporkan secara berkala setiap triwulan
k.p"a; euplti melalui Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan

F.i-rg.-U""iun Daerah selaku penanggungiawab Tim Asistensi dan

Evaluasi Alokasi Dana Bagi Hasil Paj ak Rokok, selanjutnya laporan

dimaksud disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Seiatan;

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' paling lama

minggu kedua setelah berakhirnya triwulan berjalan'

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur

rvo-". zo rahun 2ol5 ientangBcsaran Alokasi untuk Felayanan Kesahatan

J.r, e"rr"g"k t Hukum yrt g-Bet"uo'ber dari-Dana Bagr Hasil,P-enerimaan
pejrk i.f.t (Berita Oaeiatr iabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 26)'

diiabut dan dinyatakan tidak berlaku'

Pasal 10

STEf, PEL PARAF KOORDIXASI

BADAN PETIGETOTAA}T IGUAIIGAT{ DAERAI'

IGBUPAT'N LUWU TIIIIUR

KASUBAG 
' 

KASUBIO

Ditetapkan di Malili
pada tansgal 22 JunL 2ol7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraluran

Ai,p"ti ini aengan p"."-p"t rrtya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu

BUPATI LUWU TIMUR,

M -THORIG SLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 22 Jtrni 2oI7

SEKREIARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN Lt'JWU TIMURTAHUN 2017 NOMOR :23

IpAtBArTELAH DIPERiKSA
t\

SEKDA

ASISTEi'!

KABAN

KABID

4-
T].ra

BAB VII

KSIENTUAN PENUTUP

Pasal 9


